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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR 20 TAHUN 2018 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANJSASJ, TUGAS DAN "FUNOSJ SERTA 
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPATEN REJANG LEBONO 

DENGAN RAHMAT Tl/HAN YANG MAHA &SA 

BUPATI RE:JANG Le:BONO, 

Menimbang a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tcntang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong Nomor 9 Tabun 2016 temang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang ubong, 
maka Peraturan Bupati Rej ang ubong Nomor 48 Tahun 
2016 tcntang I<edudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong perlu 
diganti untuk disesuaikan; 

Mengingal 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Togas 
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pcmbcntukan Propinsi Bcngkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 l Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undaog-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 
Sipil Negara (l.,embaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2014 Nomor ,:;, Tambahan Lembaran Negara Republik 
I ndonesia Nomor 54941; 
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Menetapkan : 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintaban Daerah sebagaimana telah diubab beberapa 
kali terakh i.r dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Norn or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae rah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 IS Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Pcraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tcntang 
Berlakunya Undang-Undang Repulilik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemetintahan Di Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang 
Pcrangkat Dac;:rah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2016 Nomor ll4, Tamti11.h,u1 Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Nomor 5887): 

7. Pera tu ran Mented Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Ta.hun 2015 Nomor 2036); 

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Peranglcat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong sebagaimana tel.ah diubah dengan 
Peraturan Daemh Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Peruba,he.n Ataa Pernturo.n Dae.rah Kabupacen Reja.ng 
Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan 
Susunan Perangkat Daerab Kabupaten Rejang Leboog 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tabun 2018 
Nomor 133), 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TE:NTANO KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNOSI, SERTA TATA KERJA 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAf<AT DAN DESA 
KABUPATE:N REJANG t.EBONO 

BABI 
KE:TE:NTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I . Daerah adalah Kabupaten Rcjang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemedntah daerah dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistcm dan prinsip Negara Kcsatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud daJam Und8J1g-Undang Dasar- Negara Republik fndonesia Ta.bun 
1945. 

3. Pemcrintah Daerah ada)ah Bupati sebagai unsur penyelcnggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
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5, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan . 

6. S~kretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
7. Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong. 
8. J<epala Dinas adalah Kepala Dlnas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Rejans Lebong. 
9 . Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis adalah 

Sekretarlat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknjs pada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
lndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
seeara tetap oleh pejabat pembina kepegawaJan untuk mendudu,Jci jabatan 
pemerintahan. 

11. Jabatan F'ungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
kcterampilan tertentu. 

12. Jabatan struktural adalab suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka mcmimpin suatu sat·uan organisa.si negara. 

BAB II 
l<EDUDUKAN 

Pasal 2 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C merupakan unsur pelaksana 
u rusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang 
dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Pasal 3 

(1) Dlnas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu 
Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan 
masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 
pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakal dan Desa dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menyelenggarakan rungsi: 
a . perumusan kebijakan sesuai dcngan lingkup tugasnya; 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingku p tugasnya; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesua.i dengan lingkup tugasnya; 
d. peJaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan o leh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

BAB Ill 
SUSUNAN OROANISASI 

Pasal 4 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdlri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Kelembagaan Masyarakat, Sosial Budaya dan Peme"!"tahan Desa; 
d. Bidang Perekonomian Dcsa, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Cuna dan 

Pembangunan Kawasan Daerah Tertinggal; 
e. Unit Pelaksana Teknis; dan 
f . Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasa!S 

(I) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf a, dipimpin oleb KepaJa Dinas yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleb 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Oinas melalui Sekretaris. 

(4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e 
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Telmis yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kcpada Kepala Dinas metalui Sckretaris. 

BAB IV 
TUGAS DAN F'UNOSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 6 

(I) Kepala Dinas mempunyaJ tugas membantu Bupati dalam mclaksanakan 
urusan pemerintahan bldang pemberdayaan masyarakat dan desa yang 
menjadi kewenangan Oaerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 
Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Dinas mempunyai fungsi : 
a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Dinas; 
b. pengoordinasian, pengendalian. pengawesan dan evaluasi pelaksanaan 

tug.as Oinas; 
c. pembinaan operasional sesuaj dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 

oleh Bupati; 
d. pengoordinasian, pengendalian, pcngawasan dan evaluasi pelaksanaM 

tugas di bidang ketatausahaan serta pembinaan administ-rasi 
kepegawaian; dan 

e. pelaksanaan rungsi lain yang diberikan oleb Bupati terkaJt dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Sekretarial 

Pasal 7 

(I) Sekretariat mempunyai Lugas menyusun program kerja, mengelola urusan 
keuangan, kepegawaian, persurata.o, kearsipan, rumah ta.ngga, 
perlengkapan, dokumentasi dan informasi., pengkoordinasian identifikasi 
produk hukum daerah serta menginventarisir permasalaban kelembagaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundan.g-undangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (II, Sekretariat 
mempunyaJ rungsi: 
a. penyusunan rencana, program dan J<egiatan kesekretariatan; 
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dinas; 
c. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kesekretariatan dinas meliputi administrasi umum, kepegawa.ian, 
keuangan dan kerumahtanggaan dinas; 

d. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengem.bangan 
organisasi dan ketatalaksanaan; 

e. pengoordinasian dan pcnyusunan produk hukum daerah; 
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/ 
/ f. penyelenggaraan penge)olaan barang rnilik/kekayaan negara/daerah; 

/ g. pelaksanaan koordmas, penyelenggaraan tugas - tugas dinas· 
h. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesek,.,tariatan; dan 
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal8 

( I ) Sekretariat, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
b. Sub Bagian Program dan Keuangan. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagia.n yang berada dibawah dan berta.nggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 9 

( I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (I) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, surat 
menyurat, rumah tangg_a Dinas dan menyelesaikan urusan kcpegawaian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 
a. pelaksa.naan urusan persuratan dan kearsipan Dinas; 
b. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas; 
c. pelaksanaan urusan pcrlengkapan dan rumah ta.ngga Dinas~ 
d . pelaksanaan penataan barang milik negara/daerah; 
e. pela.ksanaan pcngadministrasian urusan persuratanJ urusan ta~ l\:=w.ba, 

kearsipan, urusan administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, 
rumah tangga , penataan barang milik ncgara/da.erah; 

f. pelaksanaan evaJuasi urusart persurotan, urusa.n tata usaha, kcarsipan, 
urusan adminislrasi kepegawaian, urusan perlengka.pan, rumah tangga, 
penataan barang milik negara/daerah; 

g. pelaporan kegiatan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, 
urusan administrasi kcpegawaian, uru..san perlengkapan, rumah tangga. 
penataan barang milik negara/daerah; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 10 

(I) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 8 
ayat (1) burur b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 
program, pelaporan, verilikasi dan keuangan Dina3. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {I), Sub 
Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi : 
a. penyiapan penyelenggaraan u_rusan program, pelaporan, keuangan, 

penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembu.kuan; 
b. pengoordinasian urusan program, pelap0ran, keuanga.n, penat.ausahaan, 

akuntansi, verifikasi dan pembukuan~ 
c. pelaksanaan pengelolaan program, pelaporan, keuangan, penatausabaan, 

akuntansi, verifikasi dan pembukuan; 
d. pelaksanaan pengadministrasian urusan program. pelaporan, keuangan, 

penatausa.haan, akuntansi, verifi.kasi dan pembukuan; 
e. pelaksanaan evaluasi penyclcnggaraan umsan program, peJapora.n, 

keuangan, penatausahaan, akunta.nsi, verifi.kasi dan pembukuan; 
r. pelaporan kegiatan penyelenggaraan urusan program, keuangan, 

penatausahaan. akunt.ansi. verili~asi.dan pembukuan; d.an , 
g. pelaksanaan fungsi lain yang d1benkan oleh Sckretans terkrut denglln 

tugas dan fungsinya. 
s 



. Bagian Kctiga 
B,dang Kelembagaan Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan Desa 

Pasal II 

(I) Bidang Kelembagaan Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan Desa 
mempunyai tugas mclaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasUitasi 
peningkatan kelembagaan masyarakat, lomba desa, meningkatkan sosial 
budaya masyarakat dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan 
pemerintahan Desa/Kelurahan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bidang 
Kelembagaan Masyar-akat, Sosial Budaya dan Pemerintahan Ocsa 
mempunyai fungsi: 
a . penyiapan bahan perumusan kcbijaksanaan pembentukan kelembagaan, 

bimbingan kerja sama, melakukan koordinasi, perencanaan dan 
menyusun desain model manajemen pembangunan desa, profil desa 
program-program manajemen pe:mbangunan desa, program-program 
pemberdayaan bersifat partisipatif dan terpadu, memfasilitasi 
terbentuknya komunikasi dan infonnasi program-program masuk desa; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan lomba 
de-sa,sostempendataan, pengisian profil desaJkelurahan, metodc 
pendekato.n keswadayaan JembagnJ menyusun petunjuk teknis 
pclaksanaan pendataan data dasar prom desa/kelurahan; 

c. pcnyiapan bahan kebijaka.n pening,katan motivasi, kesadaraan, tanggung 
jawab masyarakat dalam pembangunan, penyuluhan, memfasilitasi 
pengembangan motivasi dibidang sosial, kesehatan, pendidjkan dan 
budaya m.asyarakat dengat1 koordir1asi pada instansi terkaiti 

d. penyiapan bahan perumusan kebujakan pengembangan dan peningkatan 
sistem keswadayaan, gotong royong, pendayagunaan kader pembangunan 
dalam pelaksanaan pcngembangan swadya gotong royong, monitoring dan 
evaluasi~ 

e. penyiapa.11 bahan perumusan kebijakan tenaga ke.rja dan wirausa.ha, 
perlindungan, kesejahteraan, tradisi masyarakat, kebudayaan, adat 
istiadat, monitoring dan cvaluasi pendayaan potensi adat istiadat; 

f. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan 
aparatur pemerintahan desa/kelurahan meliputi pembinaan managerial 
perangkat desa , badan permusyawaratan desa (BPD) serta mela.kukan 
monitoring, evaluasi dan pelaporan penyclenggaraan pemerintahan desa 
dan pengembangan/pembangunan desa; 

g. pelaksanaan penyiapa.n perumusan penyusunan pedoman pengelolaan 
keuangan desa serta pelatihan penyelenggaraan aparatur pemerintahan 
desa dibidang pengelolaan desa, administrasi desa dengan meningkatkan 
pemanfaatan sumber-sumber kekayaan desa/kelurahan, serta evaluasi 
rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pendapatan desa; dan 

b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 12 

(I) Bidang Kclcmbagaan Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan Desa, 
terdiri dari: 
a. Seksi Peningkatan Kelembagaan, Ptofil Desa, Lomba Desa dan 

PenfngJ<atan Sumber Daya Manus!a dan Sosial Budaya Dasar; 
b. Seksi Administrasi Pengelolaan Keuangan, Kekayaan Desa dan 

Kelurahan; dan 
c. Seksi Pengembangan Desa/Kelurahan serta Badan Permusyawaratan 

Desa· 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berada dibawah dan bertanggu.og jawab kepada Kepala Bidang, 
-
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Pasal 13 

(1) Seksi Peningkatan Kelembagaan, Prom Desa, Lomba Dcsa dan Peningkatan 
Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Dasar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat ( 1 I huruf a, mempunyal tugas mempersiapkan bahan 
perumusan kebijakan pembentukan lembaga kcmasyarakatan dan organisasi 
masyarakat pedesaan, bimbingan kerjasama antar lembaga, mclakukan 
koordinasi pelaksanaan musyawamh rencana pembangunan 
desa/kelurahan, menyusun desa model manajemen pembangunan desa, 
program pemberdayaan lembaga. memfasilitasi pengembangan bidang sosial, 
kesehatan, pendidikan budaya masyarakat serta mcmfasilitasi pelaksanaan 
lomba desa, profil desa dan desiminasi informasi bagi masyarakat desa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Peningka1an Kelembagaan, Prom Desa, Lomba Desa dan Peningl<atan 
Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Dasar mempunyal fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembentukan lembaga 

l<emasyarakatan dan organisasi masyarakat pedesaan; 
b. pelaksanaan bimbingan kerjasama antar lembaga; 
c. pelaksanaan fasilitasi pcngembangan b!dang sosial, kesehatan, 

pendidikan budaya masyarakat; 
d. pela ksa.naan fasilitasi pelo.ksanaa.n Jomba desa, profil desa dan dc-sirninasi 

infonnasi bagi masyarakat desa; 
c. pelaksanaan pemantauan penyeJenggaraan kegiatan sesuai bidllJlg 

tugasnya; 
r. pclaksanaan evaluasi penyelcnggaraan kegiatan sesual bidang tugasnya; 
g. pelaporan penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasoya; dan 
h. pelaksanaan fungsi la.in yang diberikan oleh Kepala Bidang terkaJt dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 14 

(I) Seksi Administrasi Pengelolaan Keuangan, Kekayaan Desa dan Kclurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {I) huruf b, mempunyal tugas 
menyiapkan perumusan pcnyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa, 
administrasi desa serta menyelenggarakan pelatihan aparatur pemerinta.han 
desa dibidang pengelolaan keuangan desa, serta memanfaalkan sumber­
sumber kekayaan desa/kelurahan dan melakukan evaluasi rancangan 
peraturan desa tentang APBDesa dan pcndapatan desa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Administrasi Pengelolaan Kcuangan, Kekayaan Desa dan Kelurahan 
mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan penyusunan pedoman pengelolaan 

keuangan desa; 

b. penyiapan bahan perumusan penyusunan pedoman pengelolaan 
administrasi desa; 

c. penyelenggaraan pelatihan aparatur pemerintahan desa dibidang 
pengelolaan keu_angan desa; 

d. penyelenggaraan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan 
dcsa/kelurahan; 

e. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan 
pendapatan desa; 

f. pelaksanaan pcmantauan penyelcnggaraan kcgiatan sesuai bidang 
tugasnya; 

g. pelaksanaan cvaluasi penyelenggaraan kegiatan sesual bidang tugasnya; 
h. pelaporan penyelenggaraan kegiatan sesual bidang tugasnya; dan 
i. pelaksana.an fungsi la.in yang diberikan oleh Kepala Bidang terkalt dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Pasal 15 

(1) Seksi Pengembangan Desa/Kelurahan serta Badan Permusyawaratan Desa 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (I) huruf c, mempunyai tugas 
merumuskan kebijakan peroberdayaan aparatur pemerintaha.J'\ 
desa/kelurahan meliputi pclatihan aparatur pcmerintahan desa/kelurahan 
di bidang manajemen pemerintahan desa, pembangunan kawasan peclesaan, 
melakukan bimbingan kepada badan pemusyarawatan desa, pemilihan 
kepala desa serta monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 
pemcrintahan desa dan pengembangan desa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Pengembangan Desa/Kelurahan serta Badan Pennusyawaratan Desa 
mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan aparatur 

pemerintahan desa/kelurahan meliputi pelatihan aparatur pemerintahan 
desa/kelurahan dl bidang manajemen pemerintahan desa, pembangunan 
kawasan pedesaan; 

b. pelaksanaan bimbingan kepada badan pemusyarawatan desa; 
c. pelaksanaan pemilihan kepala desa serta monitoring; 
d. pela.ksanaan pemantauan penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang 

tugasnya; 
e. pelaksanaan evaluasi penyelcnggaraan pemerintahan desa dan 

pengembangan desa; 
f. pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengembangan d0$1; 

dan 
g. pelaksana4'J1 fungsi lain yang diberikan o leh Kepala Bidang terko.it dengru, 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Bidang Perekonomian Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Ouna 

dan Pembangunan Kawasan Daerah TertinggaJ 
Pasal 16 

(l) Bidang Perekonomian Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Te pat Ouna 
dan Pembangunan Kawasan Da.erah Tertinggal mempunyai tugas 
melaksano.kan sebagian tugos dinos dibido.ng perekonomian masynro.kot. 
pengentasan kemiskinan, pengembangan sumbe.r daya alam dan 
merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat 
guna. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bidang 
Perekonomian Desa , $umber Daya AJam dan Teknologi Tepat Cuna dan 
Pembangunan Kawasan Dacrah Tertinggal mempunyo.i fungsi : 
a. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang perekonomian desa, meliputi 

peningkatan kapasilas lembaga perkred itan dan pelatihan di pedesaan 
dibidang perekonomian dcsa.; 

b. melaksanak.an _penyiapa.n peru mus.an data keluarga miskin, 
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam program 
pengentasan kemiskinan daerah; 

c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan sumber daya 
alam,pengembangan sarana dan prasarana desa dan penataan 
lingkungan pedcsaan, membentuk kelompok masyarakat dalam 
pemeliharaan sarana prasa.rana air bersih pede.saan; 

d. melakukan penyiapan baha.n perumusan kebijakan dan kerjasama 
teknologl tepat guna sistem informasi manajemcn teknologi; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan, pemanfaatan, 
pengembangan potensi sumber daya petani kerakyatan, perikanan 
rakyat, pengcrnbangan swadaya masyarakat dengan koordinasi instansi 
terkait; dan 
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f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas tcrkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 17 

( I) Bidang Perckonornian Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologj Tepat Ouna 
dan Pembangunan Kawasan Daerah Tertinggal, terdiri dari: 
a. Seksi Perkreditan, Ekonomi Rakyat dan Pengcntasa.n Kemisk:ina..n; 
b. Seksi Sumber Daya ,\lam, Prasarana Desa dan Pengembangan Teknologi 

Tcpat Guna~ dan 
c. Seksi Pcmbangunan Kawasan Daerah Tertinggal. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

Pasal 18 

(I) Seksi Perkredit.an, Ekonomi Rakyat dan Pcngentasan Kemiskinan 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (I I huruf a, mcmpunyai tugas 
mcnyiapkan bahan kebijakan kapasitas lembaga perkreditan rakyat, j aringan 
kerjasama informasi antar lembaga perkreditan, peningkatan manajemen 
poln simpan plnjam, sert.a mcnyelenggarakan pelatiharl perempuan 
dipedesaan dalam bidang ekonomi produktif, ekonomf rakyat, industri kecil, 
perdagangan, pasar desa, badan usaha milik desa (BUMDES) permodalan 
dan kemitraan serta menyiapkan bahan perumusan ke"bijakan penyusunan 
data ke)uarga miskin, kcrjasama dengan instansi terkait da,lam program 
pengcntasa.n kemiskinan scrta fasilita.s pendamping dana program nasional 
dan koordinasl pengentasan kemiskinan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (!), Seksi 
Perkreditan, Ekonomi Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan mempunyai 
fungsi: 
a. penyiapan bahan kebljakan kapasitas lembaga perkreditan rakyat, 

ja.ringan kcrjasama lnfonnasi antar lembaga perkrecHtan dan peningkatan 
manajemen Pola simpan pinjam; 

b. penyelenggaraan pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang ekonomi 
produktif, ekonomi rakyat, industri kecil, perdagangan, pasa; desa, badan 
usaha milik desa (BUMDES) pcrmodalan dan kemitraan; 

c. penyiapan baban perumusan kebijakan penyusuoan data keluarga 
miskin, kerjasama dengan instansi terkait dalam program pengentasan 
kemisk:inan; 

d. pelaksanaan fasilitasi pendamping dana program nasional; 
e. pengoordinasian program pengentasan kemiskinan~ 
f. peJaksanaan pcmantauan penyelenggaraan kegia.tnn sesuai bida.ng 

tugasnya; 
g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegjatan sesuai bidang tugasnya; 
h. pelaporan penyelenggaraan kegjatan sesuai bidang tugasnya; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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PasaJ 19 

(I) Seksi Sumber Daya Alam, Prasarana Desa dan Pengembangan Teknologi 
Te pat Cuna sebagaimana • dimaksud dalam Pasal J 7 ayat (11 huruf b, 
mempunyai tugas menyiapkan sistem pcndataan dan pendayagunaan 
sumber daya alam, rnelakukan kegiatan informasi, bimbingan scrta 
pengembangan prasarana desa dan penataan lingkungan pemukiman 
penduduk pcdesaan, melakukan pembentukan kelompok masyarakat dalrun 
rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan, 
menyiapkan perumusan kebijakan meliputi pen_yusunan program, 
instrumen, pengkajian, pelatihan, kerjasama antar instansi terkait da.lam 
pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna scrta kelompok 
masyarakat dalam mendayagunakan leknologi tepat guna. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Sumber Daya Alam, Prasarana Desa dan Pcngembangan Tcknologi Tepat 
Ou-na mempunyai fungsi ; 
a. penyiapan sistem pendataan dan pendayagunaan sumber daya alam; 
b. pclaksanaan kegiatan informasi, bimbingan scrta pengembangan 

prasarana desa dan penataan lingl<ungan pcmukiman penduduk 
pedesaan; 

c. pclaksanaan pembcntukan kelompok masyarakat dalam rehabilitasi 
pemcliharaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan; 

d . penyiapan perumusan kebijakan meliputi penyusunan program, 
instrumen, pengkajian, pelatihan, kerjasama antar instans.i terkait dalam 
pemanfaatan dan pengembangan teknologi tcpat guna serta kelompok 
masyaralro.t dalam mendays.gunakan teknologi tepat guna; 

c. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya; 

f. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiata.n sesuai bidang tugasnya; 
g. pelaporan pcnyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan 
h . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasa120 

(I) Seksi Pembangunan Kawasan Daerah Tertinggal scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (11 buruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan 
pembangunan kawasan daerah tertinggal, fasilitasi dalam perencanaan 
pembangunan sa.rana/prasarana kawasan daerah tcrtinggal, dan 
pembangunan ekonomi kawasa.n daerah tertingga1 sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dlmaksud pada ayat (II, Seksi 
Pemba.ngunan Kawasan Daerah Tertinggal mcmpunyai fungsi: 
a. pelaksanaan fasilitasi kebijakan dibidang perencanaan pembangunan 

kawasan daerah tertinggal, fasilitasi pembangunan sarana/prasarana 
kawasan daerah tertinggal, dan pembangunan ekonomi kawasan 
pedesaan serta skema pendanaan percepatan pembangunan daerah 
tertinggal; 

b. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan 
pembangunan kawasan daerah tertinggal, pembangunan 
sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi 
kawasan pet'desaan serta pengusulan alokasi percepatan pembangunan 
daerah tertinggal; 

c. pelaksanaan fasilitasi dalam penyusunan norma, proscdur dan kriteria di 
bidang perencanaan pembangunan kawasan daerah tertinggal, 
pembangunan sarana/prasarana kawasan daerah tertlnggal, dan 
pembangunan ekonomi kawasan daerah tertinggal; 
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d. pelaksanaan fasilitasi dalam pemberian bimbingan teknis dan supcivise 
dibidang percncanaan pembangunan kawasan daerah tertinggal, 
pembangunan sarana/prasarana kawasan daerah tertinggal, dan 
pcmbangunan ckonomi kawasa.n daerah tertinggal; 

e. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan di bidang perencanaan 
pembangunan kawasan daerah tertinggal, pembangu nan 
sarana/prasarana kawasan daeral, tertinggal, dan pembangunan 
ekonomi kawasan daerah tertinggal; 

f. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pcmbangunan kawasan daerah tertinggal, 
sarana/prasarana kawasan daerah tertinggal, dan 
ekonomi kawasan daerah tertinggal; dan 

pcrencanaan 
pembangunan 
pembangunan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kcpala Bidang terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

BABV 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 21 

(1) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C dapat dibenruk Unit 
Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas. 

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
ditetapkan lebih Ianjut dengnn Peraturan Bupati deogan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

BABVI 
KELOMPOK JABATAN F'UNGSIONAL 

Pasal 22 

(I) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
Jabatan Furigsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ), 
dipimpin oJeh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fun,gsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditentukan berdasarkan kebutuhao dan beban kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (!), ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peratura.n Perundang- undangan. 

BAB VII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 23 

Kcpala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, 
Kepala Unit Pelaksana Teknis dan jabatan fungsional, diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 24 

(IJ Kepala Dinas merupakan jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi 
pratama. 

(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator. 
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon lllb atau jabatan adminisuator. 
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau 

jabatan pengawas. 
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BAB VIII 
TATA KERJA DAN l.APORAN 

Bagian Kesatu 
Tata Kcrja 
Pasal25 

(I] Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan 
jabata.n fungsional waj ib menerapkan prinsip koordinasi, intcgras1 dan 
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun aotar 
satuan kerja yang lain scsuai dengan 1ugas dan fungsinya. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
wajib memimpin, mtmbina, mengawasi, mcngend.aJikan, mengarahkan dan 
mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kcpada bawahannya. 

(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di Dinas Pemberdayaan 
Ma$yarakat dan Ocsa wajib melaksatJakan (ungsi pcngawasan mclekat 
dalam unit kerja masing-masing dnn mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan unt il!< pcnyelesaian masalah sesuai dengan peraturan 

pcrundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Laporan 
Pasal 26 

(I) Kepala Dinas wajib rnenyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara 
periodik maupu n sewaktu-waktu da.n memberikan penjeJasan teknis atau 
keterangan kepada Bupati perihal kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
wajfb mematubi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta 
memberikan penjeJasan teknis atau keterangan kepada. atasan m.asing­
masing sesuai dengan tu,gas dan fungsinya. 

(3) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya 
sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pcrtimbangan 
kepada Bupali guna perumusan kebijakan lebih lanjut-

BAB IX 
KETE:NTUAN LAIN-LAIN 

Pasa.127 

Struktur Organisasi Din.as Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana 
tereantum dala~. Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati mJ. 

BABX 
PENUTUP 

Pasa128 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rejan 
Lebong Nomor 48 Tahun 2016 tenlailg Kedudukan Susunan Organ1· · Tu g 
da 

F' • rta ~ K · 
0

. , sas,, gas 
n ungs,, ~ ,ata eJJa mas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten ReJang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidal< bcrlaku. 
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Pasal29 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya. akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Pa.sal 30 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Diundangl<Il11 di Curup / 
Pada tanggal fl Met"' 2018 

SDAERAH 
ANGLEBONG, 

H. R. A, DENNI 

Ditetapkan di Curup 
1 

Pada tanggal 31 Mort• 2018 

BUPATI RE.JANG LEBOMG, 

BERJTA DAERAH KABUPATEN RE.JANG LEBONO TAHUN 2018 NOMOR lf,0 
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